
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR 75 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 35 TAHUN 2019 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksaaan pencairan 
dana desa, bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, 
bantuan keuangan dari APBD provinsi dan/atau bantuan 
keuangan dari APBD kabupaten perlu melakukan perubahan 
atas Perbup Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
Pengeloaan Keuangan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1037); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
569); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 1); 

24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 118 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2017 Nomor 118); 

25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2019 Nomor 36); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
  

Pasal I 
 

Ketentuan ayat (6) Pasal 80 Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 
Nomor 36) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 80 

(1) Dalam rangka mengisi kas pada rekening kas Desa, pemerintah Desa 
mengajukan permohonan pengajuan pencairan dana anggaran Desa kepada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan Permintaan pencairan dana 
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 
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(2) Berdasarkan permohonan permintaan pencairan dana yang disampaikan oleh 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana kepada Bupati selaku 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapat 
persetujuan pencairan dana yang diusulkan. 

(3) Jenis permohonan pencairan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) antara lain : 

a. Dana Desa; 

b. bantuan BHPRD; 

c. alokasi Dana Desa; 

d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan 

e. bantuan keuangan lainnya. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi 

oleh Tim Evaluasi Kecamatan. 

(5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Syarat pencairan Anggaran bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat 

(3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai berikut : 

a. Pencairan Dana Desa disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran 

berjalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang berlaku. 

b. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), BHPRD disalurkan dengan berpedoman 
pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa. 

c. Pencairan bantuan keuangan dari APBD provinsi dan/atau bantuan 
keuangan dari APBD kabupaten disalurkan sekaligus pada tahun anggaran 

berjalan dengan persyaratan yang diatur oleh pihak pemberi bantuan. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Bupati Banjar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 30 Desember 2020  

  BUPATI BANJAR, 
 

                                                                                  Ttd 
 

         
KHALILURRAHMAN 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 30 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
                         Ttd 

 

                MOKHAMAD HILMAN  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 75 


